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kembali, penegasan obyek, pengembangan teknik dan metode; promosi dan
sosialisasi; pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat; kerja sama dan
fasilitasi; pengelolaan basis data dan informasi; monitoring dan evaluasi

konsolidasi tanah.

e. Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal ini bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat
mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program
pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah
kritis serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengendalian Pertanahan dan

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah
negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah
terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi
pemenuhan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan,
evaluasi, dan penertiban kebijakan dan program pertanahan, program sektoral,
dan pengelolaan tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta saran
tindak dan langkah-langkah penanganan serta wusulan rekomendasi,
pembinaan, dan peringatan serta penertiban dan pendayagunaan dalam rangka
pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;

d. penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum

atas tanah terlantar;
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inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi, fasilitasi, dan peningkatan
akses ke sumber produktif;

bimbingan masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat,
dan mitra ketja pertanahan dalam rangka pengelolaan pertanahan;
pengkoordinasian dan kerjasama dengan lembaga pemerintah provinsi dan
non pemerintah, serta supervisi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat
dan kelembagaan oleh Kantor Pertanahan;

pengelolaan basis data pengendalian pertanahan dan pemberdayaan

masyarakat.

Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan mempunyai

tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis penanganan

sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

Dalam menyelenggarakan tugas nya Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa

dan Konflik Pertanahan mempunyai fungsi antara lain:

a.

penyusunan rencana dan program di bidang penanganan sengketa, konflik, dan
perkara pertanahan;

pelaksanaan penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan sengketa, konflik, dan

perkara pertanahan;
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d. penyiapan bahan dan penanganan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan
secara hukum dan non hukum; mediasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa
dan konflik pertanahan; penanganan perkara di pengadilan;

e. penyiapan usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga
peradilan;

f. penelitian data dan penyiapan pembatalan serta penyiapan usulan rekomendasi
dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum
dengan tanah;

g. pengkoordinasian dan bimbingan teknis penanganan sengketa, konflik, dan

perkara pertanahan.

Untuk memudahkan pembagian tugasnya Bidang Pengkajian dan Penanganan

Sengketa dan Konflik Pertanahan terdiri dari beberapa seksi anatar lain,

a. Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai
tugas menyiapkan bahan pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik,
pembatalan, dan penghentian, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian
hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah; pelaksanaan
alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, koordinasi dan

pembinaan teknis.

b. Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan.

Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan mempunyai tugas

menyiapkan bahan pengkajian, dan penyelesaian perkara, pembatalan, dan
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penghentian, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum
antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sebagai pelaksanaan putusan

lembaga peradilan serta koordinasi dan bimbingan teknis.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Lampung

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di
Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional.

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi

Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kantor Pertanahan

mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan
tugas pertanahan;

b. pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan;

c. pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan
pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi
tanah;

d. pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan penataan
pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah

tertentu;



